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1.

TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

bahwa retribusi daerah merupakan saJah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan dan pernbangunan daerah
untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab;

bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan
dinamika pembangunan di Kabupaten Pa:itan serta dalam
rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi
izin trayek, perlu melakukan penyesuaian terhadap obyek
dan tarif retribusi izin trayek;

bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap obyek dan tarif
retribusi izin trayek dan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek perlu
dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada hurufa, hurufb dan huruf c di atas, perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Trayek;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten E>alam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagairmina telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Ilembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaoan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neraga Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi

Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2011 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEB PACITAN

Menetapkan

dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERCIJBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun
2011 tentang Retribusi lIzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2011 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 13, dan angka 15 diubah, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi ;ugas tertentu di
bidang retribusi daerah sesuai dengan peratu'an perUndang-
Undangan.

Intansi  pemungut retribusi adalah Perangkat Daerah yang
menangani urusan pemerintahan dibidang Perhubungan Kabupaten
Pacitan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalara
bentuk apa pun, firma, kongsi, Kkopcrasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi rnassa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga den bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bertuk usaha tetap;
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, per entuan besamya
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
Wajib Retribusi scrta pengawasan penyetorannya.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Pacitan.
Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.

Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai
dengan 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal
tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang
kendaraan lebih dari 6,5 sampai 9 meter.

Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai
dengan 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal
tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang
kendaraan 4 sampai dengan 6,5 meter.

Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk
untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga
ribu lima ratus) kilogram.

Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk
pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau bus
yang mempunyai asal dan tujuan peijalanan ;etap, dan jenis
kendaraan tetap serta beijadwal atau tidak beijadwal.

Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau
badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum
pada trayek tertentu.

Mobil penumpang umum adalah kendaraan berrrotor roda empat
atau lebih di daerah yang disediakan untuk dipergunakan oleh
umum dengan dipungut bayaran.

Retribusi lIzin trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas pemberian lzin kepada orang pnbadi atau badan
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada
suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selan utnya disingkat
SKRD, adalah sural ketetapan retribusi yang menentukan besamya
jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat Kketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.



19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk mcnguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-Undangan retribusi daerah.

21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidarig retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Objek Retribusi lIzin Trayek adalah pemberian izin kepada orang, pribadi
atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum
pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

3. Lampiran diubah menjadi sebagaimana terlampir yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan.

Ditetapkan di Pac tan
Pada tanggal 4 - 1 - 2022

BUPATI PACITAN
ttd

INDRATA NUE BAYUAJI
Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
ttd
HERU WIWOHO SP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR 14-1/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagja*rTTiJJalm,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
it Pembina
NIP. 19811214 200501 1004



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMCR 22 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSIIZIN TRAYEK.

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO URAIAN TARIF KETERANGAN
1 Bus Sedang Rp 500.000 00 per 5 Tahun
2 Bus Kecil Rp 400.000 00 per 5 Tahun

3 Mobil Penumpang Umum dan Mobil Rp 300.000 00 per 5 Tahun
Penumpang Umum Pick Up bak tertutup

BUPATI PACITAN
ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai

Kepala
J/

DENI iHYANTORO, SH.. M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004



